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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1! TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN

DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

. bahwa untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan

Desa dati Kelurdhan, kemajuan, Kemandirian, kebeérlaijutan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta daya
saing, diperlukan evaluasi perkembangan Desa dan
Kelurahan;

. bahwa untuk mendapat hasil evaluasi perkembangan Desa

dan Kelurahan diperlukan instrumen sebagai alat ukur

perkembangan Desa dan Kelurahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambaﬁan
Lembaran Republik Indonesia 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Repub}ik
Indonesia Tahun 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 3rubah



10.

dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); |
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negéra
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  DAN
KELURAHAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

1l.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Camat atau sebutan lain adalah pimpinan Kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin
oleh Lurah sebagai perangkat daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemn pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya
penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan
kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi
perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivifas
dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan
Kelurahan. |



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ada;:iah
alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan sta:fus
tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan
Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan,
dan kemasyarakatan.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan
kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa
dan Kepala Kelurahan.

Tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu
dari capaian hasil dari Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa
dan Kelurahan.

Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan
evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan

instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan. X

Lomba Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan
kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ¢
Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan
kepada Desa dan Kelurahan juara lomba Desa dan Kelurahan
tingkat nasional. |
Labsite adalah sebuah Desa dan Kelurahan yang dapat dijadikan
percontohan bagi Desa dan Kelurahan lainnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan
pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Pekan Inovasi Pefkembangan Desa dan Kelurahan yang
selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan
untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang
telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa dan
Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan

kemasyarakatan.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

(1) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk:

a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan
sebuah Desa dan Kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangur;é.n,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.:

b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa
dan Kelurahan yang sesuai dengan nilainilai Pancasila.

(2) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk
melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan
Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan
desember.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan

meliputi :

a. Pemerintah Desa; dan

b. Pemerintah Kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
b. perlombaan Desa dan Kelurahan;
c. pekan inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
d. penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan Desa dan
Kelurahan. |
Pasal 5
(1) Bupati berwenang :
a. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan Desa dan
Kelurahan;
melakukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan,;
memfasilitasi PINDesKel;

menentukan lokasi Labsite; dan

> oo o

memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang
berhasil meraih predikat juara Lomba Desa dan Kelurahan

tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional.



(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

BAB IV
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, meliputi :
a. pemantauan; dan '
b. penilaian tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. "
(2) Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimé.na
dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. evaluasi bidang pemerintahan;

b. evaluasi bidang kewilayahan; dan

c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Penilaian
Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan
Pasal 7

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a,
dilakukan secara berkala di tingkat Kabupaten, Kecamatan serta
Desa dan Kelurahan.

(2) Penilaian tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
tahapan :

a. evaluasi di tingkat Desa dan Kelurahan;

b. penilaian di tingkat Kecamatan;

c. analisis, validasi, peninjauan, klariﬁkési, dan pemeringkatan di
tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan

d. keputusan Bupati mengenai tingkat perkembangan Desa dan

Kelurahan se-Kabupaten.

Bagian Ketiga
Evaluasi Bidang
Pasal 8
(1) Evaluasi bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek :



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

pemerintahan;
kinerja;

inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;

po o P

Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/E-
Government; dan

e. pelestarian adat dan budaya.

Evaluasi bidang kewilayahan Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek :

a. identitas;

b. batas;

c. inovasi;

d. tanggap dan siaga bencana; dan

e. pengaturan investasi.

Evaluasi bidang kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf ¢ meliputi
aspek : i
partisipasi masyarakat,

lembaga kemasyarakatan;

pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

keamanan dan ketertiban;

pendidikan;

kesehatan;

- ekonomi;

FRomoe e gop

penanggulangan kemiskinan; dan

r«l.

peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V
INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan
Kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan Desa dan
Kelurahan.
Instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. instrumen pemantuan; dan
b. instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan

Kelurahan. ‘

Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan rfi'lai

perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada



i
ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi

perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pasal 10
(1) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
(2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan
kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b,

tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TIM EPDESKEL
Pasal 11
(1) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
dibentuk Tim EPDesKel.
(2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tim EPDesKel Kabupaten; dan
b. Tim EPDesKel Kecamatan.

Bagian Kesatu
Tim EPDesKel Kabupaten
Pasal 12

(1) Tim EPDesKel Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal‘:ll
ayat (2) huruf a, keanggotaannya terdiri dari : '

a. pejabat yang menangani bidang pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

b. pejabat SKPD terkait;

c. praktisi; dan

d. akademisi.

(2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel
‘Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
sekretariat.

(3) Kedudukan, tugas dan tanggungjawab Tim EPDesKel dan
Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Tim EPDesKel Kecamatan
Pasal 13

(1) Tim EPDesKel Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

ayat (2) huruf a, keanggotaannya terdiri dari :

a. Camat;

b. unsur penyelenggara pemerintahan yang terkait di Kecamatan;
c. praktisi; dan |
d. akademisi.

(2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
Sekretariat.

(3) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel dan
Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PELAKSANAAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

(1) Pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
didasarkan atas data dengan menggunakan instrument
pemantauan serta instrument pengungkap data dan nilai
perkembangan Desa dan Kelurahan.

(2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Desa dan
Kelurahan digunakan oleh Kabupaten, Kecamatan serta Desa dan
Kelurahan.

Pasal 15

(1) Desa dan Kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data
dan nilai perkembangan Desa dan Kelurahan untuk melakukan
evaluasi diri.

(2) Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai
perkembangan Desa dan Kelurahan untuk mengetahui evaluasi
perkembangan Desa dan Kelurahan.

(3) Kabupaten menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai
perkembangan Desa dan Kelurahan untuk analisis dan validasi

data dengan menggunakan metode sampling.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

(7)

Bagian Kedua
Evaluasi oleh Desa, Kelurahan dan Kecamatan
Pasal 16

Evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada bulan

januari sampai dengan minggu ketiga bulan februari.

Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Kecamatan

dilaksanakan pada minggu keempat februari sampai dengan maret.

Pasal 17

Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil

evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke

Desa dan Kelurahan untuk menguji kesesuaian data.

Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi yang sudah sesuai.

Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan

Desa dan Kelurahan.

Penilaian hasil perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), meliputi :

a. Desa dan Kelurahan cepat berkembang;

b. Desa dan Kelurahan berkembang; dan

c. Desa dan Kelurahan kurang berkembang.

Penilaian hasil perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dengan kategori sebagai berikut :

a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan Desa cepat
berkembang;

b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan Desa berkembang;
dan

c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan Desa
kurang berkembang. :

Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut : |

a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan
cepat berkembang;

b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan
berkembang; dan

c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan

kurang berkembang.



(8)

3)

(1)

(3]

Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian
perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.

Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6}, ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten paling lambat pada

minggu pertama bulan april.

Pasal 18

Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (9), terhadap Desa dan Kelurahan kuréng
berkembang dilakukan pembinaan khusus.

Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa
dan Kelurahan sesuai dengan nilai. C
Terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) huruf a dan huruf b

dapat diikut sertakan dalam lomba Desa dan Kelurahan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Oleh Kabupaten
Pasal 19

Kabupaten melalui Tim EPDesKel Kabupaten melakukan analisis
dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) dengan
meéngglinakan instrimen permantuan dan laporan Kecamatan.
Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan Desa yang telah dilaporkan
kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel Kabupaten
dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan
Kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian
data.

Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian
data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kabupaten
menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa dan Kelurahan dengan berita acara kepada

provinsi yang meliputi :



menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
perkembangan Desa dan Kelurahan dengan berita acara kepada
provinsi yang meliputi :

a. Desa dan Kelurahan cepat berkembang;

b. Desa dan Kelurahan berkembang; dan

c. Desa dan Kelurahan kurang berkembang.

(4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama
bulan mei.

Pasal 20

(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), terhadap desa
kurang berkembang di Kabupaten dilakukan pembinaan khusus.

(2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa
dan Kelurahan tingkat Kecamatan. }

(3) Terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b,
diikut sertakan dalam lomba Desa dan Kelurahan. !

i
Pasal 21

Format laporan oleh Kecamatan dan Kabupaten tercantum dalam

lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
Pasal 22
(1) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 18 ayat (3) diselenggarakan oleh Kecamatan.
(2) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan
berkembang tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal

20 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten.

Pasal 23
Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil
penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat :

a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 24
Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) adalah Desa dan
Kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu
wilayah Kecamatan.
Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) adalah Desa dan
Kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu
wilayah Kabupaten.

Pasal 25
Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua
sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat
melaporkan hasilnya ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD).
Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu
Kedua sampai dengan minggu keempat bulan mei dan kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasilnya

ke Bupati dengan tembusan Gubenur.

Pasal 26
Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan
ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Juara lomba Desa dan Kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat

diberikan penghargaan dalam bentuk :

a.
b.

C.

piala;
piagam; dan

program serta kegiatan untuk memajukan Desa dan Kelurahan.



(1)

(3)

(S)

(1)

(1)

BAB IX
PEKAN INOVASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 28
Bupati memfasilitasi PINDesKel.
untuk mempublikasikan :
a. inovasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
b. penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan '
c. potensi Desa dan Kelurahan.
PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara
perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dan tingkat
Regional.
PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di
Provinsi terpilih.
Fasilitasi PINDesKel oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD).

Pasal 29
Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud pada Pasal
28 ayat (3), Bupati diberikan penghargaan Upakarya Wanua
Nugraha oleh Menteri Dalam Negeri.
Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi dalam

melakukan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanélan
evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksiid pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.



BAB X1
PEMBIAYAAN

Pasal 31
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bone Bolango dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHI%
WABUP :
SEKDA : V’
ASISTEN | : /} 4
ASISTEN 1I Y
ASISTEN Ill V¢ HAMIM POU
KEPALADINAS : (b

]

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 22 Pahrreri 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

A

Ir T TSHAR NTOMA, M Si

PEMBINA UTAMA MADYA i

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

11 TAHUN 2017

24 vearn ri 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN

I. KABUPATEN BONE BOLANGO
A. DATA DASAR

1.

Jumlah Kecamatan

2. Jumlah Kelurahan
3. Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten
4. Jumlah Desa persiapan yang diregister

B. PEMERINTAHAN

1.

Apakah Kabupaten mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa dan
Kelurahan? Sebutkan

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?

Apakah Kabupaten pernah melakukan Bintek/Sosialisasi/Pelatihan
terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

. Apakah di Kabupaten terdapat program prioritas/unggulan yang

diberikan kepada Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa?

............................................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten sudah menerbitkan peraturan Bupati

mengenai Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

......................................................

Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan penugasan kepada
Pemerintah Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak



10.

11.

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

Apakah ada data Profil Desa?

a. Ada
b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard
COPY/SOftCOPY..vivvniiiiiiiniieiireiea
Jika tidak ada, apa alasannya ........c.c.oeeveeennnens

Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan/terlibat pembinaan secara

berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan secara berkala

dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa?

Sebutkan ........ocveenvnent

Apakah Pemerintah Kabupaten pernah mendapatkan penghargaan
dari Pemerintah Pusat, atau Badan/Lembaga Internasional?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

Apakah Pemerintah Kabupaten dalam tahun ini pernah memberikan
penghargaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan ?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

......................................................................




12. Berapa jumlah perangkat Desa termasuk Kepala Desa dalam
Kabupaten saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)?

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa
(ADD)? '

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.........c.cccevevivviieiiiniiiiinnininnnn..

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima
masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014
(paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus),

Jika tidak sesuai, alasannya...................

16. Apakah Pemerintah Kabupaten sudah menyalurkan Alokasi Dana
Desa (ADD) ke semua Desa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.........cccecveviiniiiininiineniinieenaes

17. Apakah ada Perbup tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa
(DD)?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya......

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan ke Desa oleh
Pemerintah Kabupaten? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?




21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa?
(lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah
Kabupaten terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk
mencegah penyimpangan!

23. Apakah Musrenbang Tingkat Kabupaten sudah dilaksanakan sesuai
jadwal?
a. Pada bulan ......

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya...............

24. Apakah Musrenbang Tingkat Kabupaten sudah mengakomodir
musrenbangdes?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya.......cc.covevemiininiiiicrinereniiiicinirieraeeereanes

2. Apakah Pemerintah Kabupaten pernah melakukan fasilitasi mengenai
batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai peta pengembangan wilayah
Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak



10.

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai peta rawan bencana?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

.Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pelestarian
lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dimana?

. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pembangunan

kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

...................................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten pernah mengadakan kegiatan yang

bersifat untuk kepentingan konservasi?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

.Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai daerah sabuk hijau/green

belt di wilayahnya?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

...................................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai master plan yang jelas

mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

...................................................................................

Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan terkait
pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada
di Perdesaan dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

...................................................




11. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program pengembangan

wisata Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

. KEMASYARAKATAN

1.

Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai kebijakan mengenai
peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan
Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan .....ccovvvviiiviviiiiiiiiiicnireneneenenenees

. Apakah Pemerintah Kabuapaten memberikan bantuan atau kerja sama

dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan .............ccoviiviiii i e

. Apakah Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat

di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

------------------------------------------------------

. Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program keberpihakan

terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan dan
Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

......................................................

Apakah Pemerintah Kabupaten mempunyai program yang melibatkan
peran serta masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan .........cc.oooiiiiiiiiiii i

. Apakah Pemerintah Kabupaten secara berkala melakukan pembinaan

terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak



II.

10.

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

......................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong

pengembangan PKK?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

. Apakah Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan untuk mendorong

pelaksanaan budaya gotong royong?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

Apakah Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan untuk
Perpustakaan Desa dan Kelurahan? ;

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI KABUPATEN

TIM EPDeSKeL

1.
2.
3.

1.

.
Ketua b R TR TR
.
Sekretaris :
T T T PR
Anggota .
DO R

DESA DAN KELURAHAN
A. DATA DASAR

Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Kode Desa

B. PEMERINTAHAN

Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan?
a. Ya
b. Tidak



. 1

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?

. Apakah Desa dan Kelurahan pernah melakukan
Bintek/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

. Apakah di Desa dan Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan
yang diberikan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, program apa?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

............................................................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah memiliki peraturan
Bupati mengenai Desa dan Kelurahan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

.......................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugasan
kepada perangkatnya?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan
. Apakah ada data Profil Desa?

a. Ada
b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard
COPY/SOftCOPY..cuiveiniiiiiiiiiiiicnen,
Jika tidak ada, apa alasannya ..........ccccceeennnnnen

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pendampingan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh
Perangkatnya?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan
Pemerintahan?

a. Ya

b. Tidak



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pengawasan secara

berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa?
Sebutkan ..........c.ceenens

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mendapatkan
penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau
Badan/Lembaga Internasional?

a. Ya

b: Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam tahun ini pernah
memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

......................................................................

Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Unit
saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa
(ADD)?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya...........ccoccveiiiiiiiniiininiiiinnin

Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima
masing-masing desa?

Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014
(paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus),

Jika tidak sesuai, alasannya...................

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi
Dana Desa (ADD)?



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya .......ccceviveniienieinenininenecnenneen

Apakah ada Perbup atau peraturan kepala daerah tentang Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya ...... ...cccceeiereiiiiiiiiiiiiii

Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa?
(lampirkan data/hard copy/softcopy)

Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Desa
dan Kelurahan terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya,
untuk mencegah penyimpangan

Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan
sesuai jadwal?

a. Pada bulan....

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya...............

Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah mengakomodir
aspirasi masyarakat desa?

Bagaimana penggunaan dana stimulan?




26. Apakah sudah memiliki RPJMDesa?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya..................

27. Apakah sudah memiliki RKPDes?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada,
C. AlASANINYA...cciceiniriiririinciretrierteterirnerrrerenseiencnse

28. Apakah sudah memiliki Perdes tentang APBDesa?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannva.............eeeeeereeneene..

29. Apakah ada data Profil Desa ?
a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya............ccceviununes

30. Berdasarkan data ini desa saudara termasuk Desa apa? (Swasembada,
Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi Desa saudara ? (pertanian, nelayan dsb)

32. Apakah ada data Monografi Desa ?
a. Jikda dda (Iampirkaﬁ data/hard copy/ softcopy)
b. Jika tidak ada, alasannya....................

33. Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?
a. Sudah tahap ke berapa?

b. Berapa besarannya?



34. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

35. Apakah desa saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik
koordinat?

36. Apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui tahapan
yang sudah ditentukan?
a. Bila ya, tahapannya apa saja .........

b. Bila tidak, alasannya ............

C. KEWILAYAHAN

1.

. Apahall TEIIICTITITEOL DTsd Uall SCIurartairn INTIIIPUIL Yy cU 1}1\)516\111 PCICdeJldJ.

Apakah ada data Monografi Desa?
a.Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
b. Jika tidak ada, alaSannya........c.cccevririmieniiniiiniiiieeee

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah melakukan fasilitasi

mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?
a.Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

. Apakah Periériritali Désa dar Kelurahar mempunyai peta pengembarigan

wilayah Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?




6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program
pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

-----------------------------------------------------------------------------------

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mengadakan kegiatan
yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

-----------------------------------------------------------------------------------

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai daerah sabuk
hijau/green belt di wilayahnya?
a. Ya
b. Tidak

| Jika Ya, Sebutkan

-----------------------------------------------------------------------------------

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai master plan yang
jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
a:. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

...................................................................................

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan terkait
pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di
Perdesaan dan Kelurahan?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

......................................................

11.Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program
pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
a.Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan
mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan
dan Kelurahan?



b. Tidak
Jika Ya, Sebutkan ........ccoevviimiiiiiiiiiiiiiiniinii e

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan atau
kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan ..........ccccoviiiiiiiiiiiiini i,

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan
masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program
keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu? y

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program yang
melibatkan peran serta masyarakat?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

......................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berkala melakukan
pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

......................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk
mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk
mendorong pengembangan PKK?

a. Ya

b. Tidak



Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk
mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?

a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan untuk
Perpustakaan Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

....................................................................

E. RESPONDEN DI DESA

.
Nama ! tterererentnerrttetasrrrnnerrenasereres ,
Jabatan :
D e reretessenetetseannanerresirrreraneaes
,
Ni :
L ettt reteeateetrierarreeiaenaneaeenn
Ttd :
D et eeeenenaeeteeeeranaeeeeaannaean

PARAF HIERARKHIS
WABUP : *
SEKDA : d
ASISTEN | : /)
ASISTEN l 5
ASISTEN it %
KEPALA DINAS  : #




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11  TAHUN 2017

TANGGAL : =+  .oeewpi 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjuk :

1.

Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk
melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.

Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan
Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran
dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera
untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannya masing-masing.

Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Sub indikator secara benar
dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.

Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5] harus diiisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap
maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat
perkembangannya.

Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan

yang handal.



A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO

INDIKATOR

SUBINDIKATOR

POIN

TAHUN
KE-1

TAHUN
KE-2
(THN ...)

KET

3

(THN ...)

HANYA D

11ST OLEH KELURAHAN

Sarana Prasarana

. Gedung kantor

ADA, DI RUMAH PRIBADI

ADA, SEWA

ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN
ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN

BWN =

HWN =

. Gedung Pertemuan

TIDAK ADA
ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN
ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN

WK =

WN~

. Perangkat Kelurahan

50% BUKAN PNS
DI ATAS 50% PNS

. Mesin tik/ komputer

TIDAK ADA
ADA

. Kendaraan dinas lurah

TIDAK ADA
ADA

Struktur Organisasi

" TIDAK ADA

ADA

. Jaringan Listrik

TIDAK ADA
ADA

Sebutkan

Sumber

Daya Listrik Terbuat

dari apa?

. Sumber Daya Listrik (PLN)

TIDAK STABIL
STABIL




NO

INDIKATOR

SUBINDIKATOR

KET

2

3

i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN)
TIDAK STABIL
STABIL

j. Perpustakaan

TIDAK ADA
ADA

Akuntabilitasi

Kotak Pengaduan Masyarakat
TIDAK ADA

ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN
ADA DAN DIMANFAATKAN

Administrasi

a. Laporan Kinerja Tahunan
TIDAK ADA
ADA

b. Laporan Tahunan Lurah
TIDAK ADA
ADA

c. Papan Informasi Pelayanan
TIDAK ADA
ADA

d. Loket Pelayanan
TIDAK ADA
ADA

e. Buku Registrasi Pelayanan
TIDAK ADA
ADA

f. Buku Profil Kelurahan
TIDAK ADA
ADA

g. Buku Administrasi Umum




NO

- INDIKATOR

| “SUBINDIKATORV B

KET

2

3

TIDAK ADA
ADA

. Buku Administrasi Kependudukan

TIDAK ADA
ADA

Buku Administrasi Keuangan
TIDAK ADA
ADA

Buku Administrasi Pembangunan
TIDAK ADA
ADA

. Buku Administrasi Lainnya

TIDAK ADA
ADA

Kartu Uraian Tugas
TIDAK ADA
ADA

. Peta Wilayah Kelurahan

TIDAK ADA
ADA

. Peta Batas Kelurahan

TIDAK ADA
ADA

II. KINERJA

1.

Kinerja

a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat

- Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Masyarakat (P3MD)} (Khusus diisi oleh
Desa)

TIDAK ADA

Lampirkan
dokumennya




. NO

INDIKATOR

SUBINDIKATOR

POIN

TAHUN
KE-1

TAHUN

- KE-2

(THEN ...)

KET

3

(THN ...)

ADA

- Peningkatan kapasitas
masyarakat 2 tahun terakhir
TIDAK ADA
ADA

- Fasilitasi dalam pemasaran produk
unggulan dari masyarakat
TIDAK ADA
ADA

kelompok

b. Kebijakan dalam
masyarakat
Ada tidaknya regulasi dalam
pemberdayaan masyarakat
TIDAK ADA
ADA

pemberdayaan

Lampirkan
dokumennya

c. Pembinaan Kemasyarakatan

- melakukan forum-forum kebersamaan
seperti gotong royong 2 tahun terakhir
TIDAK ADA
ADA

- Reward bagi perangkat dan kelompok
masyarakat
TIDAK ADA
ADA

d. Budaya Kerja
- apakah telah mendata kehadiran
pegawai secara rutin
TIDAK
YA
- apakah telah memiliki standar jam




POIN

TAHUN

TAHUN

- NO | = INDIKATOR SUBINDIKATOR KE-1 KE-D KET
L ' (THN ...) (THN ...)
1 2 , 3 4 5 6
pelayanan
TIDAK 1 1
YA 2 2
- apakah sudah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
masyarakat
BELUM ADA 1 1
ADA 2 2
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Inisiatif dan kreativitas a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat Lampirkan
TIDAK ADA 1 1 dokumennya
ADA 2 2
. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat:
TIDAK ADA 1 1
ADA 2 2
. Eksistensi institusi pemberdayaan
masyarakat dan aparatur
TIDAK ADA 1 1
ADA 2 2
. Alokasi anggaran untuk program
pemberdayaan masyarakat dan aparatur
desa (khusus diisi oleh desa)
TIDAK ADA 1 1
ADA 2 2
. Kebijakan  pemerintah desa dalam
pengentasan kemiskinan di pedesaan
(khusus diisi oleh desa)
TIDAK ADA 1 1
ADA 2 2




NO

INDIKATOR

~SUBINDIKATOR

POIN

TAHUN
KE-1
(THN ...)

TAHUN
KE-2
(THN ...)

KET

2 .

3

. Alokasi

anggaran untuk program
pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh
desa)

TIDAK ADA

ADA

IV. DESA

DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/E-GOVERNMENT

1.

Ketersediaan sistem teknologi
informasi berbasis internet

a. Jaringan Internet

TIDAK ADA
ADA

. Website Desa

TIDAK ADA
ADA

Perangkat komputer

. Software

Dengan Spesifikasi Minimal
Untuk Operasi Jaringan Internet
TIDAK ADA

ADA

. Hardware Dengan Spesifikasi

Minimal
Untuk Operasi Jaringan Internet

TIDAK ADA

ADA

Administrasi

. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi

- Administrasi umum
TIDAK ADA
ADA

- Administrasi kependudukan
TIDAK ADA
ADA

- Administrasi keuangan
TIDAK ADA
ADA




